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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG'

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI
KEPERA WATAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

(

Menimbang

Mengingat

a. babwa dalam rangka meningkatkan mutu tenaga kesehatan
sesuai kebutuhan dan perkembangan masyarakat perlu
dibentuk dan adanya pengaturan tugas pokok dan fungsi
Akademi Keperawatan Pemerintab Daerab Kabupaten Musi
Banyuasin;

b. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di
atas perlu menetapkan Peraturan Daerab tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Akademi
Keperawatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

I. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1959 tentang
Pembentukan Daerab Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok kepegawaian yang telab diubab degan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tabun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3490);

4. Undang-Undang Norr:or 20 Tabun 2003 tentang Sistim
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2003 Nomor 78, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tabun 2004 tentang
Pembentukil:l Peraturan:' Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 53
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang
Pemerintahan Daerab sebagaimana telab diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 108, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );

7. Undang .



•,

•

(

2

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
PeriInbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3637).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3859)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

II. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan
Sosial Nomor: 43/Menkes-Kesos/SK/2001 tentang izin
Penyelenggaraan Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan.

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1277/Menkes/SK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Kesehatan.

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor OT.01.01.2.4.0375
Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Laksana Politeknik
Kesehatan.

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.2.4.1.3029
Tahun 2003 tentang izin Konversi SPK Kabupaten Musi
Banyuasin menjadi Akademi Keperawatan Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan.

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.2.4.1.00851
Tahun 2006 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan
pendidikan Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2000 Nomor 11).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan
BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN •..•..•....•
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan :

I. Daerah ada:ah Kabupaten Musi Banyuasin

2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyclenggara pemerintahan daerah

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indone"ia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

5. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah
;

Kabupaten Musi Banyuasin.

6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi
Banyuasin.

7. Akademi Keperawatan adalah Akademi Kcperawatan
Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

8. Direktur Akademi Keperawatan adalah Direktur Akademi
Keperawatan Pememtah Kabupaten Musi Banyuasin.

9. Tenaga Didik / Dosen adalah tenaga fungsional akademik
yang mengajar pada Akademi Keperawatan Pemerintah
Kabupaten.

10. Tenaga Staf adalah tenaga administasi / tata usaha pada
Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal2

(I) Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupatcn Musi
Banyuasin adalah Unit Pelaksana Teknis Kesehatan dalam
bidang Pendidikan Tenaga Kesehatan di Kabupaten ;

(2) Akademi .
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(2) Akademi Keperawatan Pemerintah. Kabupaten Musi
Banyuasin adalah milik Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin sehingga Akademi Keperawatan tersebut
bemama Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin ;

(3) Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin dipimpin oleh Kepala dengan sebutan Direktur
yang secara Teknis Pelaksanan civitas akademik dibina oleh
Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan dengan Petunjuk
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan Departemen Kesehatan yang
berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Musi Banyuasin dan secara teknis Operasional dan
Administratif bertanggung jawab kepada Bupati Musi
Banyuasin melalui Sekretaris Daerah.

(4) Direktur Akademi Keperawatan dalam melaksanakan tugas
dan fungsi yang dibantu oleh beberapa Pembantu Direktur
(selanjutnya disebut PUDIR) sesuai dengan bidangnya
masing-masing.

Pasa13

Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
mempunyai tugas melaksanakan pendidikan profesional dalam
program Diploma m Keperawatan sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada
pasal 3, Akademi Keperawatan mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan pengembangan pendidikan profesional dalam

bidang Keperawatan ;
b. Pelaksanaan penelitian dibidang pendidikan profesional

Keperawatan dan Kesehatan ;
c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan

bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya ;

d. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika dalam
hubungannya dengan lingkungan ;

e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif;

f. Menginventarisasikan Aset / Kekayaan Sekolah Perawat
Kesehatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk
diubah statusnya menjadi Aset / Kekayaan Akademi
Keperawatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB m .
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DAD III

SUSUNAN ORGANISASI"

Pasal5

(1) Susunan Organisasi Akademi Keperawatan terdiri dari:
Direktur dan Pembantu Direktur,
Senat Akademik
Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan,
Perencanaan dan Sistem Informasi
Subbagian Administrasi Umum, Keuangan dan
Kepegawaian
Urusan Administrasi Akadernik Kemahasisswaan
Urusan Perencanaan dan Sistem Informasi
Urusan Umum dan Keuangan
Urusan Kepegawaian
UruSan Pembinaan danlJayanan Kemahasiswaan
Urusan Asrama
Tenaga Fungsional
Unit Pene1itian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Unsur Penunjang, me1iputi :
1) Unit Laboratorium Keperawatan
2) Unit Perpustakaan
3) Unit Labotatorium Bahasa
4) Unit Laboratorium Komputer

(2) Bagan Struktur Organisasi Akademi Keperawatan
Pemenntah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagaimana
terlampir dan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah .ini.

BADlY

TATAKERJA

Pasal6

Direktur Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin (selanjutnya disebut Direktur) mempunyaitugas
memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian
kepada masyarakat, pembinaan civitas akademika dan tugas
administrasi sertahubungan dengan 1ingkungannya, sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang .berlaku.

Pasal7

(1) Dalam melaksanakantugas sehari-hari, Direkturdibantu
.oleh'3 (tiga) orang Pembantu Direktur yang beradadi bawah
dan bertanggungjawab langsung kepadaDirektur.

(2)Pembantu .
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Pasal!)

I

(I)

(2)

Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan,
Pcrem;anaar. dan Sistem infoffilasi adalah unsur pembantu
pimpinan dibidang Administrasi Akademik dan
Kemahasiswaan, Pt:rencanaan dan Sistem infonnasi yang
berada dibawah dan bertan'ggungjawab langsung kepada
Direktur dan pembinaan sehar;-hari oleh PUDIR I

Untuk mellydenggarakantugas pokok sebagaimana
dimaksud ayat (I) pasal ini, Subbagian Administrasi
Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem
infonnasi mempunyai fllngsi :
a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Akademik,

Perencar:aan dan Sistem lnformasi institusi pendidikan ;
b. Melaksanakan pembinaan Penelitian dan Pengabdian

kepada masyarakat ;
c. Melal..sanakan koordinasi dalam pembinaan Unit

Laboratorium Keperawatim ;
d. Melaksanakan pengawasan serta pengendalian kegiatan

Akademik, Perencanaan dan Sistem Informasi institusi
pendidikar, serta Penelitian dan Pengabdian kepada
masyarakat;

e. Melaksanakan evaluasi kegiatan akademik, percncanaan
dan Sistem InfOlmasi; institusi pendidikan serta
Pcnclitian dan Pcngabdian kcpada masyarakat.

PasallO

•

(I) Subbagian J.\dminstrasi Umllm, Keuangan dan Kepegawaian
adalah lInsur p~mbantu pimpinan dibidang lImllm, kellangan
dan kepegawaian Yffilgberada dibawah dan bertangungjawab
langsung kepada Direktllr dan Pembinaan sehari-hari oleh
PUDIR Il

(2) Untllk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimakslld ayat (1) pasal ini, SlIbbagian Adminstrasi Umllm,
Keuangan dan Kepegawaian Mempunyai fungsi :
a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang

administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
b. Melaksanakan pembinaari!dibidang administrasi umum,

kellangan dan kepegawaian;
c. Melaksanakan pengawasan serta pengendalian kegiatan

dibidang administrasi umllm, keuangan dan
kepegawaian;

d. Melaksanakan Evaluasi kegiatan dibidang administrasi
umum, keuangan dan kepegawaian.

Pasalll

(I) Urusan Administrasi Akademik Kemahasiswaan,
mempullya; tugas melakukan urusan administrasi
pendidikan, penelitian terapan, pengabdian kepada
masyarakat dan kerjasama dengan pihak lain;

(2) Untuk .



dalam
akaclemik

(2)

8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud ayat (I) pasal ini, Umsan Administrasi Akademik
Kemahasiswaan mempunyai fungsi ;
a. penyusunan reneana kerja urusan administrasi

Akad.;:mik Kemahasiswaan ;
b. Melaksanakan penyusunan kurikulum pendidikan ;
c. Mengkoordinir pelaksanaan praktek lapangan dan

klinik;
d. Menjalin kcrjasama dengan pihak lain

menUl1jang kegiatan administrasi
kemahasiswaan ;

c. Menganalisa dan menyiapkan sarana administrasi
akademik kemahasiswaan.

Pasal12

•

(I) Umsan Perencanaan dan Sistem Informasi, mempunyai
tugas melakukan urusan perencanaan dan sistem informasi
institusi pendidikan ;

(2) Untuk menyelenggarakan Itugas pokok sebagaimana
dimaksud ayat (1) pasal ini, Urusan Perencanaan dan Sistem
Informasi Inempunyai fungsi :
a. Membuat perencanaan pengembangan institusi

pendidikal1 ;
b. Merencanakan peningkatan / pengadaan sarana dan

prasarana pendidikan ;
e. Menyelenggarakan kegiatan penyusunan program ;
d. Mengumpulkan dan mengelola data serta penyajian

laporan dalam bidang pendidikan ;
e. Memberikal1 infonnasi dan promosi kesehatan kepada

masyarakat;
f. Menganalisa dan mengevaluasi dalam bidang

pereneanaan dan sistem Informasi.

Pasal13

(I) Urusan Umum dan Keuangan, mempunyai tugas melakukan
urusan surat menyurat, kearsipan, rumahtangga,
perlcl1gkapan, kctatallsahaan, hubungan masyarakat dan
keuangan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud ayat (I) pasal ini, Urusan Umum dan Keuangan
mempu~yai fungsi :
a. Menyusun reneana kerja dalam Urusan Umum dan

Keuangan;
b. Melaksanakan pengelolaan Surat Menyurat;
e. Melaksanakan p.,:ngelolaan kearsipan ;
d. Mt'nyelenggarakan urusan rumah tangga ;

c. Menyclcnggarakan .
\
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e. Menyelenggarakan pengurusan dan pengadaan
perlengkapan wnllm institusi pendidikan ;

1'. Melaksanakan penyusunan reneana anggaran rutin dan
pembangllnan dan menyan1paikan laporan keuangan
bulanan, triwulan dan tahunan ..

g. Mengendalikan kegiatan perbendaharaan, verifikasi,
akuntansi daa mobilisasi dana;

h. Menganalisa dan mengevaluasi dalam urusan Umllm
dan Keuangan. '

Pllsal14

(1) Urusan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan
Pengelolaar: Kepegawaian.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimakslld ay~.t (I) pasal ml, Urusan Kepegawaian
mempunyai fungsi :
a. Menyusun reneana kelja dalam urusan kepegawaian;
b. Melaksanakan pengelolaan pereneanaan usu!

pengembangan SDM, usul mutasi, usu! pemberhentian
dan usul pensiun pegawai ;

e. Melaksanakan Pengembangan Pegawai dengan
Penugasan belajar ;

d. Menganalisa dan mengevaluasi dalam urusan
Kepegawaian.

PasallS

•

(1)

(2)

Urusan Pembinaan dan Layanan Kemahasiswaan,,
mempunyai tugas melakukan administrasi pembinaan
kemahasiswaan dar. registrasi mahasiswa.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud ayat (1) pasal ini, Urusan Pembinaan dan
Layanan Kemahasiswaan mempunyai fungsi :
a. MenYlIsun reneana keJja dalam Urusan Pembinaan dan

Layanan Kemahasiswaan
b. Melakukan administrasi pembinaan kemal1asiswaan ;
e. Melakukan registrasi mahasiswa ;
d. Melaksanakan bimbingankonseling / bimbingan mental

kepada mal1asiswa ;
e. Mengkoordinir kegiatan mal1asiswa diluar pendidikan ;
f. Mengkoordinir kegiatan peringatan hari-hari besar

nasional dan agama;
g. Menganalisa dan mengevalllasi dalam urusan

pembinaan dan layanan kemahasiswaan.

Pasal16

(I) lJrusan Asrama, mempunyai tugas memberikan pe!ayanan
akomodasi bagi mahasiswa akademi keperawatan yang
tinggal di asrama Akademi Keperawatan.

(2) Untuk .
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Untuk menyelenggarakan' lugas pokok sebagaimana
dimaksud ayat (I) pasa] ini, Urusan Asrama Mempunyai
fungsi :
a. PengeloJaan akomodasi bagi mahasiswa di asrama;
b. Memberikai1 layanan dari pengawasan terhadap

mabasiswa di asrama;
c. Pelaksanaan Ui11sanadministrasi asrama.

PasaI17

(1) Tenaga Fungsional di lingkllngan Akademi Keperawatan
meliputi Tenaga Fungsional Kependidikan, Tenaga
Fungsional Penunjang Akademik dan Tenaga Fungsional
Administrasi ;

(2) Kelompok Tenaga Fungsional Kependidikan di Akademi
Keperawatan krdiri atas Tenaga Fungsional Dosen dan
Penunjang Akademik ;

(3) Kelompok Tenaga Fungsion'ill Penunjang Akademik adalab
tenaga-tenaga yang diangkat atau bekerja dalam jabatan
fllngsional bidang pendidikan;

(4) Kelompok .Tenaga Fungsional Administrasi di Akademi
Keperawatan tcrdiri atas Tenaga Fungsional Analis
Kepegawaian, Administrasi keuangan, arsiparis, pcrencana,
operator komputcr dan pekarya;

(5) Tenaga Fungsional Administrasi adalah tenaga-tenaga yang
diangkat atau beketja dalam jabatan fungsional bidang
adminislrasi;

(6) Dosen adalah seseorang yang memiliki pendidikan dan
keahlian yang diangkat oleh penyelcnggara pendidikan
sesuai kctcntuan yang berlaku, dengan tugas utama mengajar
pada Akademi Keperawatan. .

(7) Dosen sebagaimana yang dimf.ksud ayal (6) pasal ini dapat
berupa:
a. Dosen biasa, dosen luar biasa, atau dosen tamu ;
b. Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan

ditempatkan s~bagai tenaga tetap pada Akademi
Keperawatan ;

c. Dosen luar biasa adalab dosen yang bukan tenaga tetap
pada Akademi Keperawatan ;

d. Dosen tamu adalah seseorang yang diundang untuk
mengqjar pada Akademi Keperawatan selama jangka
waktll lcrtcntll.

(8) Tenaga Penunj"ng Akademik adalah seseorang yang
nlEtniliki pendidikai1 dan keablian yang diangkat oleh
penyel.enggara pendidikan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, dengan tugas utama menunjang kegiatan akademik
pada Al<ademi Kepcrawatan.

(9) Tenaga Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud ayat
(8) pasal ini adalah:

a. KeJompok .

•
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a. Kelompok penunjang akademik terdiri atas pustakawan,
peneliti, teknisi dan pranata komputer.

b. Kelompok fungsional \tenaga teknisi pada masing-
masing unit penujang terdiri atas sejumlah teknisi dalam
jabatan fungsional sesuai dengan pengelompokan
bidang teknisnya ;

(10) Jumlah tenaga fungsional pada masing-masing unit
ditetapkan sesuai dengan kebutuhan ;

(II) Setiap Kelompok tenaga fungsional dipimpin oleh seseorang
ketua kelompok fungsiomil yang bertanggung jawab
langsung kepada Di rektur. ' .

1'asal18

(1)

(2)

Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat,
mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penelitian
terapan dan pengabdian kepada masyarakat.

I
Untuk menyelenggarakantugas pokok sebagaimana
dimaksud ayat (I) pasal ini, Onit Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyar'ikat mempllnyai fungsi :
a. Pelaksanaan penelitian terapan ;
b. Pengamalun ilmll penge(ahuan dan teknologi ;
c. Peningkatan rdevansi program Akademi Keperawatan

sesuai dengan keblltuhan,m'isyarakat ;
d. Pelaksanaan peran .serta masyarakat dalam

pembangllnan ;
e. Pelaksanaan pengembangan pola konsepsi

pembangunan nasional, wilayah, dan atan daerah
melallli kerjasama antara pergnruan tinggi dan atall
badan lain ;

f. Pelaksanaan llrusan tata usaha Unit Penelitian dan
PengabdiaH Kepada Mas~arakat.

}'asal19

•

(I) Unsur Penllnjang adalah unit yang secara teknis fungsional
diperlukan untuk menunjang terselenggaranya kegiatan
akademik;

(2) Unsur pentL'1jangdi lingkungan Akademi Keperawatan
terdiri atas :'
a. Unit Laboratorium Keperawatan
b. Unit Perpustakaan "
c. Unit Laboratorium Bahasa
d. Unit Laboratorium Kompllter

, Pasal20

(I) Unit Laboratorium Keperawatan, mempunyai tugas
memberikan layanan bahan dan peralatan laboratorium
kcperawatan llntuk keperluali pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat:

(2) Untuk .

"I!
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laboratorium

sebagaimana
Laboratorium

pokok
Unit

Untuk menyelenggarakan tugas
dimaksud ayat (I) pasal 1m,
Keperawatan mempunyai furigsi :
a. Penyediaan dan pengelolaan bahan laboratorium

keperawatan ; ..
b. Pemberian layanan d~n pendayagunaan bahan dan

perala tan laboratorium keperawatan ;
c. Pemeliharaan bahan dan peralatan laboratorium

keperawatan:
d Pelaksanaan urusan" administrasi

keperawatan.

(2)

I

Pasal21

(I) Unit Perpustakaan, meI:Jlpunyai tugas memberikan layanan
bahan pustaka untuk keperli.lan pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.

(2) Untuk menyeJenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud ayat (I) pasal ini, Unit Perpustakaan mempunyai
fungsi:
a. Penyediaan dan pengelolaan bahan pustaka ;
b. Pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka ;
c. Pcmeliharaan bahan pustaka ;
d. Pelaksanaan layanan referensi ;
e. Pelaksanaan urusan administrasi perpustakaan.

Pasal22

(I)

(2)

Unit LaboratoriulIl Bahasa, mempunyai tugas memberikan
layanan bahan dan sarana penunjang laboratorium bahasa
untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud ayat (I) pasal ini, Unit Laboratorium Bahasa
mempunyai fungsi :
a. Penyediaan dan pengdolaan bahan dan sarana

penunjang Laboratoriurn Bahasa;
b. Pemberian layanan dan pendayagunaan bahan dan

sarana penunjang laboratorium bahasa ;
c Pelaksanaan urusan administrasi unit Laboratorium

Bahasa

Pasal23

(I)

(2)

Unit Laboratorium Komputer, mempunym tugas
memberikan layanan bahan dan sarana penunjang untuk
program-program pendidikan, I penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud ayat (I) pasal ini, Unit Laboratorium Komputer
mempunyai fungsi : ,

a. Penyediaan .
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b., "
" c

Penyediaan dan pengelolaan bahan dan sarana
penunjang laboratorium komputer.
Pemberian layanan dan pendayagunaan bahan dan
sarana penunjang laboratorium komputer.
Pelaksanaan urusan administrasi unit Laboratorium
Komputer

,.

BABV

KETENTUANPENUTUP

Pasal24

(I) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala
ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal Z9 JIt#JU-ttf 2007

lBUPATI MUSI BANYUASIN,t...

Ai/Ilk {:
~

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal Z9 J"'" c.lkILl 2007

\ SE
~ KABUPA

TARIS DAERAH
N MUSI BANYUASIN,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2007 NOMOR .3

..
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
AKADEMI KEPERA WATAN PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : p Tahun 2907
TanggaI :~9J."u~ 2007

wl __ AKAD_S_E_N_:_~_I_K_

Asrama

mbinaan &
mahaslswaan

IRIII

DIREKTUR .................... ,.................................
I

I Tenaga Fungsional I PUDIRI PUDIRII PUD

L UNIT PENELITIAN & PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

SUBBAG ADM AKAD SUBBAGUMUM Urusan Pa
KEMAHASISWAAN KEUANGAN & KEPEGAIAN Palayanan Ka

IIN~IIR PFNIIN.JANG
UrusanUnit Laboratorium Kaparawatan

Unit Perpustakaan Urusan Adm. Akadamik Urusan Umum &
Unit Laboratorium Bahasa Kamahasiswaan Keuangan

Unit Laboratorlum KomDutar Urusan Paraneanaan & Urusan Kepegawaian
Sistam Informasi

NOERDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2007 NOMOR 3
:" .,
i."' .•
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